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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR  27  TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, dipandang perlu menata kembali struktur organisasi 
kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 

 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan keadaan 
sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55   Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

 
4. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Peraturan Pemerintah  Nomor 9  Tahun 2003  tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007   tentang    

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor Republik Indonesia 4741); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN 

TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.  

7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Bangka Tengah. 

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Bangka Tengah dalam wilayah kerja kecamatan.  

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  

DAN STRUKTUR ORGANISASI  

 

Pasal 2 
 

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di 
wilayah kecamatan. 

 
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Camat. 

 

Pasal 3 

 
(1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 
 
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah 

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas 
umum pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan 
prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 

 
 

Pasal 4 

 

(1) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

(2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan 
personil. 

 
Pasal 5 

 

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi : 

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kelurahan; 

b. pemberdayaan masyarakat; 

c. pelayanan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/camat sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Pasal 6 

 
(1) Struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, terdiri atas :    
a. 1 (satu) Lurah; 
b. 1 (satu) Sekretariat; 
c. 3 (tiga) Seksi; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada              

ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. 

 
(3) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh 

Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab  
kepada Bupati melalui Camat. 

 
 

Pasal 7 
 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)             
huruf b,  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan 
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Lurah. 

 
 

Pasal 8 
 
(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri 

dari : 
a. Seksi Tata Pemerintahan; 
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

 
(1) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada 
Lurah. 

 
 

BAB III 

ESELON KELURAHAN 

 

Pasal 9 

 

(1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa. 
 

(2) Sekretaris kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan merupakan 
jabatan struktural eselon IVb. 
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BAB IV 

TATA KERJA 

 

Pasal 10 

 

Setiap Pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup 
kelurahan harus melaksanakan pengawasan melekat. 

 

 

Pasal 11 

 

Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup 
kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 12 

 

Setiap Pimpinan unit organisasi perangkat daerah dalam lingkup 
kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing 
secara berjenjang. 

 

Pasal 13 

 

Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pada kelurahan, 
Lurah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 

 

 

BAB V 

KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 14 

 
 

Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat oleh Bupati 
atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 15 

 
Penjabaran  tugas dan fungsi  masing-masing jabatan pada kelurahan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 16 
 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2006 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 
(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27) 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan 
peraturan pelaksana tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 17 
 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.  
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Pasal 18 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah.  

 
 
 Disahkan di Koba 

pada tanggal 19 Agustus  2008 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
      Cap/Dto 
 

               ABU HANIFAH 
 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal  11 Desember 2008 
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/Dto 
 
ABDUL HADI ADJIN 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 85 
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANGKA TENGAH 

 NOMOR :   27 Tahun 2008 
 TANGGAL :   11 Desember 2008 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
 
                  Cap/dto 
 
            ABU HANIFAH 

 

 

 

 

LURAH 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

   

   

   

 

 
SEKSI 

TATA  PEMERINTAHAN 

 
SEKSI 

 PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

 
SEKSI 

KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

 

 
SEKRETARIAT 
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